SALINAN

BUPATI SANGCAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI SANGGAU,

bahwa untuk melaksanakan pasal 232 ayat (1) dan
ayat {2), dan pasal 239 Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan
Sistem  Akuntansi Pemerintahan Daerah yang
berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalhmantan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara rRepublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {LLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG KEBIJAKAN

DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

XETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

No o s

10.

Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya disebut Kabupaten adalah
Kabupaten Sanggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten
Sanggau.

Bupati adalah Bupati Sanggau.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
Sekretaris Daerah adalah Sekrataris Daerah Kabupaten Sanggau.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh pemerintah
Kabupaten Sanggau dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan dengan tujuan menyajikan informasi mengenail posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan
vang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
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Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara umum daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umurm daerah.

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD vyang
dipimpinnya.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Kuasa bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaskanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat penatausahaan kecuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesual dengan bidang tugasnya.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara pengeluran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdinl atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangar
wajib menyampaikan leporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
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Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran daerah adalah uang yar.g keluar dari kas daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

belanja daerahh adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagal
pengurang kekayaan bersth.

Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa lebih pembiayaan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggararn.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social/dan atau menfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Surat penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.
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Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

SPP uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali {(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen vyang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD nyang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada piitak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya dipersiapkan
oleh PPTK.

Surat pernintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
vang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
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anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan 3PM.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalal.

Badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegilatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

BAB 11
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2

Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan
daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 3

Kebyjakan dan sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
pade pasal 2, terdiri dari:

1.

2.

3.

Kebijakan akuntansi pemerintahan daerah yang memuat tentang:
a. Kebijakan pelaporan keuangan daerah;

b. Unsur laporan keuangan;

¢. Kebijakan Akuntansi.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah yang memuat tentang:
Pendahuluan;

. Akuntansi SKPD;

Laporan keuangan SKPD;

Akuntansi SKPKD;

Laporan keuangan pemerintah daerah.

oo o

Kode rekening dan formulir akuntansi.



BAB II1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 22 Oktober 2012,
BUPATI SANGGAU
TTD.

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 22 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

TTD.
C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 43

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKQ(BUS, S/H.!.MH
mbina{IV/a}
NIP. 19400223 199903 1 002




